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BAB I

PENDAHULUAN

Perbankan syariah memegang peranan penting dalam pengembangan
sektor usaha mikro di Indonesia. Seiring dengan kontribusi signifikan usaha
mikro terhadap pertumbuhan ekonomi, layanan keuangan berbasis syariah
menjadi sangat penting dalam mendorong inklusi keuangan dan mendukung
usaha kecil, khususnya di daerah pedesaan. Kemunculan perbankan syariah
yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam menyediakan altematif bagi perbankan
konvensional melalui model pembiayaan berbasis bagi basil, transparansi,
dan keadilan, yang memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam (Zahara,

Andini, Ramadhan, & Sudirman, 2024).

Dasar dari perbankan syariah adalah prinsip-prinsip etika yang
melarang riba (bunga) dan aktivitas spekulatif (gharar), serta lebih berfokus
pada manfaat bersama antara bank dan nasabah. Pendekatan etis ini sangat
cocok untuk usaha mikro yang sering menghadapi tantangan dalam
mengakses modal melalui lembaga keuangan konvensional. Larangan
terhadap bunga memastikan bahwa peminjam tidak terbebani oleh
pembayaran berlebih, sementara model bagi basil seperti Musyarakah dan
Mudharabah menyediakan kerangka kerja berbagi risiko di mana baik bank
maupun peminjam berbagi keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut.
Model seperti ini mendorong kewirausahaan sekaligus mengurangi risiko

bagi kedua belah pihak (Ramadhani & Budiarti, 2024).

Indonesia, dengan populasi Muslim yang besar, menawarkan pasar
unik bagi perbankan syariah. Usaha mikro, yang menjadi bagian besar dari
ekonomi Indonesia, mendapatkan manfaat dari layanan yang ditawarkan
oleh bank-bank syariah. Layanan ini tidak hanya terbatas pada pembiayaan;
namun juga mencakup edukasi keuangan dan bantuan teknis, yang
membantu para pengusaha mikro dalam meningkatkan manajemen bisnis

dan perencanaan keuangan mereka. Sistem dukungan ganda ini membuat



perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional (Zahara et al.,

2024).

Pentingnya perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat berkat
upaya pemerintah untuk mempromosikan inklusi keuangan. Dalam
beberapa tahun terakhir, terdapat fokus yang lebih besar pada perluasan
layanan perbankan syariah ke daerah-daerah pedesaan, di mana banyak
usaha mikro beroperasi. Dukungan pemerintah. yang dipadukan dengan
meningkatnya permintaan terhadap produk keuangan yang beretika,
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan

syariah (Ramadhani & Budiarti, 2024).

Namun, meskipun potensinya besar, perbankan syariah menghadapi
beberapa tantangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya
kesadaran dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip perbankan syariah di
kalangan pemilik usaha mikro. Banyak pengusaha, terutama di daerah
pedesaan, yang tidak familiar dengan konsep bagi hasil dan keuangan Islam,
yang membatasi keinginan mereka untuk berinteraksi dengan bank syariah.
Selain itu, ada tantangan operasional, seperti kebutuhan bank syariah untuk
berinvestasi dalam infrastruktur dan platform perbankan digital guna

mencapai komunitas yang kurang terlayani (Zahara et al., 2024).

Integrasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis modem tidak
terlepas dari kesulitan. Kompleksitas kontrak syariah. ditambah dcngan
kebutuhan untuk tetap mematuhi hukum Islam sambil bersaing secara
kompetitif, menghadirkan tantangan unik bagi bank syariah. Namun, inovasi
dalam pengembangan produk. seperti layanan perbankan digital berbasis
syariah, menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan
ini. Seiring dengan meningkatnya pennintaan terhadap produk keuangan
yang etis, perbankan syariah berada pada posisi yang baik untuk
memperluas perannya dalam mendukung sektor usaha mikro di Indonesia

(Ramadhani & Budiarti, 2024).

Kesimpulannya, perbankan syariah merupakan komponen penting
dari ekosistem keuangan di Indonesia, terutama bagi usaha mikro. Landasan

etisnya dan komitmennya terhadap inklusi keuangan menjadikannya alat
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yang berharga dalam mendorong kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi.
Meskipun tantangan masih ada, peluang pertumbuhan dan inovasi di sektor
perbankan syariah sangat besar, didorong oleh dukungan pemerintah dan
meningkatnya pennintaan terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah.

BAB II



PERMASALAHAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memberikan harapan
besar bagi peningkatan inklusi keuangan, khususnya dalam mendukung
sektor usaha mikro. Namun, meskipun potensi ini sangat besar, ada berbagai
tantangan yang mengharnbat perbankan syariah dalam mencapai peran
optimalnya sebagai motor penggerak ekonomi mikro. Salah satu
permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan
kesadaran masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, terhadap konsep-
konsep dasar keuangan syariah. Prinsip-prinsip seperti bagi hasil yang
menjadi ciri khas perbankan syariah belum sepenuhnya dipahami oleh
banyak pengusaha, sehingga mereka cenderung lebih memilih layanan
perbankan konvensional atau bahkan memilih untuk tidak menggunakan
layanan perbankan sama sekali. Edukasi keuangan syariah yang terbatas di
berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, menjadi salah
satu penghambat utama bagi usaha mikro dalam memanfaatkan sepenuhnya

layanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Selain kurangnya edukasi, akses ke layanan perbankan juga menjadi
tantangan besar bagi perbankan syariah dalam menjangkau usaha mikro di
daerah pedesaan. Keterbatasan infrastruktur keuangan di wilayah-wilayah
terpencil menyebabkan banyak usaha mikro sulit mendapatkan pembiayaan,
baik dari bank konvensional maupun bank syariah. Dalam konteks
perbankan syariah, tantangan ini semakin diperparah oleh minimnya jumlah
cabang bank syariah di daerah-daerah tersebut. Kondisi ini memperlebar
kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan usaha mikro dan kemampuan
perbankan syariah untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip
syariah. Meskipun perkembangan teknologi perbankan digital memberikan
harapan untuk mengatasi kendala geografis ini, penerapan layanan digital
syariah masih menghadapi hambatan terkait kesiapan infrastruktur dan

regulasi.

Tantangan lain yang signifikan adalah pengelolaan risiko dalam model

pembiayaan berbasis syariah. Model Mudharabah dan Musyarakah, yang
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memungkinkan bagi basil antara bank dan nasabah, memposisikan bank
syariah untuk menanggung sebagian risiko dari usaha yang dibiayai. Dalam
praktiknya. risiko kegagalan usaha mikro cukup tinggi, terutama di sektor
yang berisiko. Ini berbeda dengan model perbankan konvensional yang
mengandalkan bunga tetap, di mana bank dapat memperoleh pendapatan
yang lebih stabil. Dengan risiko yang lebih tinggi ini, perbankan syariah
berada dalam posisi yang lebih rentan jika usaha mikro gagal. Selain itu,
proses audit kepatuhan syariah yang ketat serta kompleksitas dalam proses
persetujuan pembiayaan turut menambah beban operasional bank syariah,
sehingga efisiensi dan kecepatan dalam memberikan layanan sering kali

terhambat.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, regulasi yang ketat juga
menjadi faktor penghambat lainnya. Meskipun pemerintah Indonesia telah
mendukung perkembangan perbankan syariah melalui berbagai kebijakan,
perbankan syariah tetap harus mematuhi peraturan yang sangat ketat, baik
dari segi pengelolaan risiko maupun modal minimum yang harus dipenuhi.
Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga berperan dalam memastikan bahwa
setiap produk dan layanan bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah.
Hal ini memerlukan pengawasan yang berkelanjutan, sehingga menambah

kompleksitas operasional bank syariah.

Secara keseluruhan, permasalahan yang dihadapi oleh perbankan
syariah dalam mendukung usaha mikro meliputi kurangnya edukasi
mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah. terbatasnya akses ke layanan
keuangan di daerah pedesaan, tantangan dalam manajemen risiko yang lebih
kompleks, serta regulasi yang ketat yang membebani operasional bank
syariah. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar perbankan syariah dapat
memainkan peran maksimal dalam inklusi keuangan dan pengembangan

usaha mikro di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan. laporan ini akan
membahas solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan
tersebut. Adapun pembahasan lebih lanjut akan difokuskan pada beberapa

pertanyaan kunci berikut:



1. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan
pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mikro mengenai konsep
keuangan syariah dan produk-produk pembiayaan berbasis syariah?

2. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperluas akses
layanan perbankan syariah, terutama di daerah-daerah pedesaan yang
saat ini minim infrastruktur keuangan?

3. Bagaimana inovasi teknologi, seperti layanan perbankan digital, dapat
membantu mengatasi tantangan operasional dan manajemen risiko

yang dihadapi perbankan syariah?

Pembahasan mengenai solusi-solusi potensial untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan ini akan dibahas secara rinci di BAB 3, dengan fokus
pada strategi praktis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan

peran perbankan syariah dalam mendukung usaha mikro di Indonesia.

BAB III

PEMBAHASAN



Dalam mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi pada BAB 2,
beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh perbankan syariah meliputi
peningkatan edukasi keuangan syariah, pemanfaatan teknologi digital untuk
memperluas akses ke layanan keuangan, serta inovasi dalam pengelolaan
risiko sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembahasan ini akan
menjelaskan lebih lanjut langkah-langkah tersebut dan mengaitkannya

dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

III.1 Peningkatan Edukasi Keuangan Syariah

Edukasi keuangan syariah merupakan kunci untuk meningkatkan
pemahaman pelaku usaha mikro mengenai manfaat dari perbankan syariah.
Berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
bank syariah wajib melaksanakan prinsip syariah yang meliputi prinsip
keadilan dan kemaslahatan dalam menjalankan kegiatannya. Namun, masih
banyak pelaku usaha mikro yang belum mengenal konsep bagi hasil yang
diterapkan dalam pembiayaan syariah, seperti Mudharabah dan Musyarakah

(Zahara. Andini. Rarnadhan, & Sudirman, 2024).

Untuk itu, bank syariah perlu proaktif dalam memberikan edukasi
kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan yang akses
terhadap informasi terbatas. Pemerintah dapat berperan dengan melibatkan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan implementasi edukasi ini,
sesuai dengan Pasal 29 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang
memberikan kewenangan OJK dalam mengawasi lembaga jasa keuangan

tennasuk bank syariah.

III.2 Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Perluasan Akses



Teknologi digital telah berkembang pesat dan memberikan peluang
besar bagi perbankan syariah untuk menjangkau nasabah di daerah-daerah
yang selama ini belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. UU
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi
dasar hukum yang mendukung perkembangan layanan perbankan berbasis
teknologi di Indonesia, termasuk untuk perbankan syariah. Dalam hal ini
pemanfaatan fintech syariah dapat menjadi solusi untuk mempercepat akses

layanan keuangan kepada pelaku usaha mikro.

Melalui aplikasi digital, bank syariah dapat menawarkan produk
pembiayaan berbasis syariah yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain
itu, bank juga dapat memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui
platform digital tetap sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana diatur
dalam Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa setiap
produk dan layanan perbankan syariah hams diawasi oleh Dewan Pengawas

Syariah (DPS) agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

III.3 Inovasi dalam Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dalam perbankan syariah berbeda dengan
perbankan konvensional, terutama karena prinsip bagi hasilyang diterapkan
dalam model pembiayaan syariah. Dalam model Mudharabah, bank syariah
hams berbagi keuntungan sekaligus kerugian dengan nasabah, sehingga
risiko gaga! bayarmenjadi lebih besar. UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK
memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi
pengelolaan risiko di sektor perbankan, termasuk bank syariah, untuk

memastikan stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen.

Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah melalui
pengenalan asuransi syariah atau takaful, yang memungkinkan nasabah dan
bank untuk saling melindungi dari risiko keuangan yang tak terduga. Pasal
23 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur tentang asuransi
syariah dan menekankan pentingnya prinsip tolong-menolong dan saling

membantu dalam pengelolaan risiko. Dengan demikian, penerapan takaful di



sektor usaha mikro dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi

bank syariah dan nasabah.

III.4 Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Regulasi yang mendukung sangat penting bagi pengembangan
perbankan syariah di Indonesia. khususnya dalam mendukung pembiayaan
usaha mikro. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi
landasan utama yang mengatur kegiatan operasional perbankan syariah,
termasuk prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti. Namun, masih
diperlukan kebijakan yang lebih spesifik dari pemerintah untuk mendorong
perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan yang lebih luas kepada

pelaku usaha mikro.

Salah satu kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah pemberian
insentif fiskal bagi bank syariah yang fokus pada pembiayaan usaha mikro.
Selain itu, kerjasama antara bank syariah dan lembaga keuangan lainnya,
seperti koperasi syariah, juga dapat rnembantu memperluas akses ke
layanan pembiayaan syariah di daerah-daerah yang masih kurang

terjangkau oleh infrastruktur perbankan konvensional.

BAB IV
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KESIMPULAN

Laporan ini telah menyoroti pentingnya perbankan syariah dalam
mendukung sektor usaha mikro di Indonesia. Melalui prinsip bagi hasil dan
pendekatan keuangan yang etis, perbankan syariah memiliki potensi untuk
meningkatkan inklusi keuangan. khususnya di kalangan pelaku usaha
mikro. Namun, permasalahan seperti kurangnya pemahaman masyarakat
mengenai konsep keuangan syariah dan akses yang terbatas terhadap

layanan perbankan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Selain itu, kompleksitas dalam manajemen risiko pembiayaan berbasis
syariah menambah tantangan bagi bank syariah dalam menyediakan
layanan yang kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah
strategis yang melibatkan edukasi yang lebih intensif, pemanfaatan teknologi
digital, serta inovasi dalam pengelolaan risiko untuk meningkatkan

efektivitas perbankan syariah di sektor ini.

Sebagai penutup, berikut adalah poin-poin kesimpulan dari laporan
ini:

1. Perbankan syariah memiliki peran yang penting dalam mendukung
usaha mikro melalui prinsip keuangan yang adil dan etis.

2. Edukasi dan literasi keuangan syariah hams ditingkatkan untuk
memperluas pemahaman masyarakat terhadap manfaat perbankan
syariah.

3. Teknologi digital dapat membantu memperluas akses ke layanan

perbankan syariah di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, perbankan syariah
diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam pengembangan ekonomi

mikro dan inklusi keuangan di Indonesia.
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